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SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR |} TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus
dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan
serta  berkesinambungan, sehingga  diperlukan
perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua
pithak dalam penentuan perencanaan ke depan;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 memuat kebijakan
yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan
dan langkah-langkah yang perilu dilakukan dalam
penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi
penjabaran secara konkKrit, sistematis dan terukur dari
Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun
2019-2024;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2022;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah diuhah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tenlang
Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700},
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Kcuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 {COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Mecnghadapi Ancaman  vyang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas  Sistem  Keuangan {Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Recpublik Indoncsia
Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor
243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 20106
tentang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (lLembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2021 Namae 29

Tambahan Lembaran Negara R

Nomor 663+);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara
Lvaluasi Rancangan Pceraturan [Dacrah tcentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Mencengah
Dacrah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana
Pembangunan  Jangka Menengah Dacerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang  Sistem Informasi Pemerintahan
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 lentang  Klasifikasi, Kodeflikasi, Dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  Dan
Keuangan  Dacrah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Petaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan  Evaluasi  Penvelenggaraan  Pemerintahan
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 12 Tahun 2005 t{enlang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang 1daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran
Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2010 ientang  Rencana  Pembangunan
Jangka Panjang Dacrah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2009-2028 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dacrah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019-2024 (Lembaran Dacrah Kabupatlen
Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274);

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah
(Berita Derabh Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021 Nomor 20).



MEMUTUSKAN :

Mcncetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2022,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Kabupaten Gunung Mas.

2. Pemerintah  Dacrah  adalah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyclenggara
Pemerintahan Dacrah,

5. Badan adalah Badan PPerencanaan Pembangunan Dacrah  dan
Penclitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Dacrah dan Penclitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas,

7. Rencana Kerja Pemerintah Dacrah yang selanjutnva  disinglat
RKPD adalah RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022,

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD Kabupalen Gunung Mas Tahun 2022 adalah Rencana Kkcrja
Pemcrintah Dacrah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 scbhagai
penjabaran iebth lanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024,

Pasal 3

hedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 schagaimana
dimaksud pada Pasal 2 merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD)
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022,

Pasal 4

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 disusun dengan sistematika
schagai berikut:

Babl : Pendahuluan;

Bab Il : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab [l : Kecrangka Ekonomi dan Keuangan Daerah:
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daer

Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Dacrah;



Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Bab VII : Penutup.

Pasal 5

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 6 Juli 2021

BUPATI GUNUNG MAS,
TTD
JAYA SAMAYA MONONG
Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 6 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,
TTD
YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 559

Salinan sesuai dengan asli nya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TO, SH
17 200501 1 007



